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Latar Belakang Perubahan PMK tentang Pengelolaan DID

Peningkatan transparansi atas penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah dengan menampilkan detail
mekanisme penghitungan alokasi.

Perubahan periode pengalokasian DID yang semula hanya mengatur pengalokasian DID atas kinerja
tahun sebelumnya, menjadi pengaturan pengalolasian DID atas kinerja tahun sebelumnya dan tahun
berjalan.

Terdapat perubahan kategori kinerja berupa pengurangan kategori kinerja yang dinilai kurang
menggambarkan kinerja daerah dan menambahkan kriteria utama sebagai amanat Perpres 42 tahun
2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian
Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penggunaan klastering daerah sesuai denga kapasitas fiskal daerah dalam upaya menambah fairness
penilaian kinerja antar daerah
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PENGHITUNGAN DID #1

--- Pasal 1s/d pasal 6---
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DID Merupakan:

bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum

pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan dan tujuan DID

O Arah Kebijakan: Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pemberian insentif fiskal dikaitkan dengan capaian
kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan untuk kategori/kinerja yang sudah ditentukan.

O Tujuan: untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola
keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Atas kinerja
tahun
sebelumnya

O Klaster Daerah
U Kriteria Utama
O Kategori Kinerja

Didasarkan

Penghitung mencakup

an Alokasi penilaian
DID

dialokasikan berdasarkan kategori kinerja termasuk
tetapi tidak terbatas pada kinerja pengelolaan APBD,
penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19),
dan peningkatan perekonomian Daerah

Atas kinerja
tahun Berjalan




PENGHITUNGAN DID #2

ATAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA..(1)
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--- Pasal 7 s/d Pasal 10 ----

Alur Pengalokasian

Menentukan Penghitungan ® Alokasi DID
Klaster Daerah Kategori kinerja Daerah Per Daerah )
U Didasarkan pada kapasitas Klaster A 1. Tata Kelola Keuangan 4. Pelayanan Umum
fiskal daerah d 1.  Opini BPK WTP untuk 5 tahun terakhir secara Daerah Pemerintahan
I5kal daerah sesual dengan berturut-turut a. Kemandirian Daerah a. Penyelenggaraan
PMK mengenai Peta 2 APBD tepat waktu b. Interkoneksi Sistem Pemerintahan Daerah
3' e-procurement min bernilai B Informasi Keuangan Daerah b. Sistem Akuntabilitas
kapasitas fiskal daerah 4' e-f)udgeting dan ’ . Pelayanan Dasar Publik Kinerja Instansi
—_— ' o a. Angka Partisipasi Murni Pemerintah (SAKIP)
1 Kabupaten/kota/provinsi 5. Ketersediaan PTSP b. Peta Mutu Pendidikan c. Inovasi dan Penghargaan
dikelompokkan menjadi: c. Balita yang mendapatkan Pembangunan Daerah
. ] Klaster B imunisasi lengkap d. Kinerja PTSP dan PPB
* Klaster A= daerah Kafis 1. Opini BPK WTP untuk tahun terakhir d. Persalinan di fasilitas e. Pengelolaan Lingkungan
. . L Hidup
Sangat Tinggi & Tinggi 2. APBD tepat waktu kesehatan ‘
& 88 58 3.  e-procurement min bernilai B e. Akses sanitasi Layak f. Indeks Pencegahan Korupsi
% Klaster B=> daerah Kafis 4. e-budgeting, dan f. P(?ngelolaan air minum layak
5 Ketersediaan PTSP 3. Kesejahteraan Masyarakat
Kafis sedang + rendah a. Tingkat Pengangguran
Terbuka
+» Klaster C—> daerah Kafis Klaster C b. Penurunan penduduk
Tidak menggunakan kriteria utama miskin
Sangat Rendah c. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
d. Pengendalian Inflasi Daerah




PENGHITUNGAN DID #2

ATAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA. (2 KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Penghitungan Kinerja --- Pasal 11 s/d Pasal 15 ----
Kategori yang didasarkan pada nilai kinerja daerah peningkatan kinerja
Untuk Kategori kinerja: . o .
= Angka Partisipas.i Mumi; o Selisih dua tahun o nilai Fapaian 1 tahun sebelum tahun
" Peta Mutu Pendidikan; o Penilaian skala 10-100 perhitungan
= imunisasi lengkap; o Penilaian skala 10-100
= Persalinan di faskes; | I
= Akses sanitasi_laqu; v
® Pengelolaan air minum; R  (Nilai Peningkatan Kinerja + Nilai Akhir Capaian Kinerja) Pembagian kelompok nilai:
= Tingkat Pengangguran Terbuka; Nilai Akhir Kategoriy, = —————————————— (1) A =91 — 100 (amat baik)
: IF’Pel\r}IL_Jrunan Penduduk Miskin (2) B = 76 = 90 (baik)
" EPPI’D; Nilai Akhir Kategori dikelompokkan menjadi 5 kelompok nilai dari A, B, C, D, dan E (3)C =61~ 75 {evkup)
= SAKIP; i (4) D = 51— 60 (sedang)
= Pengelolaan Lingkungan Hidup \(5) E = 50 kebawah (kurang) /
= |ndeks Pencegahan Korupsi

—> Daerah mendapat DID jika memenubhi kriteria utama dan mempunyai nilai final A atau B

Kategori yang didasarkan pada penetapan keputusan Menteri/ Pimpinan lembaga

Untuk Kategori kinerja

= |novasi dan Penghargaan Pembangunan Daerah;
= Kinerja PTSP dan PPB;
= Pengendalian Inflasi Daerah

—> Daerah mendapat DID jika diusulkan oleh K/L melalui keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga dan memenubhi kriteria utama

Kategori Interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah
Meliputi penilaian Interkoneksi SIKD atas registrasi (40%); status koneksi agen sistem informasi keuangan Daerah (20%); dan penyampaian data (40%)

- Daerah mendapat DID jika memenubhi kriteria utama dan mempunyai nilai minimal sebesar 95



PERHITUNGAN ALOKASI PER DAERAH

--- Pasal 16 s/d Pasal 17 ----
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Penentuan pagu alokasi per klaster
= Klaster A: 50%

7 4

= Klaster B: 35% 3
= Klaster C: 15%
Alokasi Per daerah Per Kategori diperoleh setelah
dilakukan perhitungan:
. . e . K . .
Penentuan bobot tiap kategori kinerja * indeks per kategori/variabel
L Bobot C . N .
satizye e Prioritas *» persentase alokasi per kategori/variabel
Nasional 100,00
A|Tata Kelola Keuangan Daerah ®, H H H .
Tera e Feuanda 5 ++ alokasi per kategori/variabel; dan
2. Sistem Informasi Keuangan Daerah 4,00
B |Pelayanan Dasar Publik o% H 1 dihi
Pelavanan Dasar Pub — % Alokasi per daerah per kategori dihitung
2. Peta Mutu Pendidikan 7,00
3. Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap 7,00 .
4. Persalinan di Fasilitas Kesehatan 7,00 de nga n pe rsamaan:
5. Akses Sanitasi Layak 7,00
6. Pengelolaan Air Minum 7,00 nilai kinerja Daerah i
C|Pelayanan Umum Pemerintahan T X alokasi per kategori/variabel
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4,00 total nilai kinerja Daerah
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 4,00
3. Inovasi dan Penghargaan Pembangunan Daerah 4,00
3.1 Penghargaan Pembangunan Daerah 1,33
3.2 Inovasi Daerah 1,33
3.3 Inovasi Pelayanan Publik 1,33
4. Lingkungan Hidup 4,00
5. Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha 4,00
6. Pencegahan Korupsi 9,00
D |Kesejahteraan Masyarakat =
1. Indeks Pembangunan Manusia 6,00 =
2. Pengendalian Inflasi 4,00 | E
3. Penurunan Penduduk Miskin 4,00 - f
|4. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,00 / ‘ fA - L



PENYEDIAAN DATA DID

DID Kinerja Tahun Sebelumnya TA 2022
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--- Pasal 18 ----

Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2021 Kemenkeu
Data dasar perhitungan alokasi DID berasal dari: R EE i HEERAUANA SPK
2 Penetapan Perda APBD 2021 Pemda
L. = e-procurement 2020 LKPP
a Bada n Pusat StatIStI k’ 4 e-budgeting 2021 Kemendagri
5 Ketersediaan PTSP 2021 Kementerian Investasi
8] Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan; No Np———— Tahun Data Sumber Data
(1) (2) (3) (4)
KATEGORI KINERJA
dan/ata u 1 | Kemandirian Daerah
. . . . . - Realisasi APBD 2019-2020 Pemda
menteri/pimpinan lembaga nonkementerian terkait, [ |- PDRrE Non migas 2019-2020 BPS
2 | Interkoneksi SIKD 2021 Kemenkeu
. . 3 | Angka Partisipasi Murni 2019-2020 BPS
pallng Ia m bat bu Ia n Ju nit. 4 | Peta Mutu Pendidikan 2019-2020 Kemendikbud
5 | Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap 2019-2020 BPS
6 | Persalinan di Fasilitas Kesehatan 2019-2020 BPS
7 | Pengelolaan Air Minum 2019-2020 Kementerian PUPR
8 | Akses sanitasi layak 2019-2020 BPS
? | Penyelenggaraan pemerintahan daerah 2019-2020 Kemendagri
10| Inovasi dan PPD
- Inovasi Daerah 2020 Kemendagri
- Inovasi Pelayanan Publik 2021 KemenpanRB
B - Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 Bappenas
@ @ © 11 | Lingkungan Hidup 2019-2020 KLHK
O o @ 12| Kinerja PTSP dan PPB 2021 Kementerian Investasi
O- 1> |- NG 13| SAKIP 2019-2020 KemenpanRB
O @ = @ 14| Indeks Pencegahan Korupsi 2019-2020 KPK
S O@’ 15| IPM 2019-2020 BPS
@_,/Q/ = 16| Pengendalian Inflasi Daerah 2021 Kemenko Perekonomian
17 | Penurunan Penduduk Miskin 2019-2020 BPS
18| Penurunan Angka Pengangguran 2019-2020 BPS

Nama Indikator

(2)

Tahun Data

(3)

Sumber Data

(4)




PENYALURAN

--- Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 ---
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I Penyaluran DID dilaksanakan dengan cara Paling Cepat : Februari ___ Paling Lambat : Juni

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

Persyaratan:

a. Peraturan Daerah mengenai APBD TA berjalan;

b. Rencana Penggunaan DID TA berjalan; dan

¢. Laporan Realisasi Penyerapan DID TA sebelumnya
(apabila mendapatkan alokasi DID TA sebelumnya)

\J1
©
o

Penyaluran DID penilaian atas kinerja tahun
sebelumnya dilakukan secara bertahap,
dengan ketentuan:

Paling Cepat : Juli

Persyaratan penyaluran lo) Persyaratan:
/ PETY : DID tidak o Laporan Realisasi Penyerapan DID Tahap | dengan
DID belum diterima sampai " disalurkan o minimal penyerapan 70% dari dana yang diterima di

dengan batas waktu RKUD (Tahap 1)

Tambahan

Laporan Persyaratan Penyaluran DID
serta laporan bulanan disusun dan

u Pemerintah Daerah menyusun dan

menyampaikan laporan bulanan realisasi disampaikan melalui aplikasi Sistem

Informasi Keuangan Daerah

penyerapan DID paling lambat tanggal 14
bulan berikutnya




PENGGUNAAN

--- Pasal 25 ---
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DID Penilaian atas Kinerja Tahun Sebelumnya Digunakan Untuk:

Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Pemberdayaan

Paling Paling Ekonomi Masyarakat

SCHOOL Rendah Rendah

o = (o)

Dari Alokasi Dari Alokasi
DID yang v DID yang
Diterima Diterima

\ A
Gaji, Tambahan Perjalanan

Penghasilan, dan i Dinas
M

Honorarium




PEMANTAUAN DAN EVALUASI
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--- Pasal 27 ---

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan DID

Pemantauan

= Laporan Rencana Penggunaan

=DA]* Penyaluran dari RKUN ke RKUD

* Laporan Realisasi Penyerapan
Anggaran dan Realisasi Keluaran

AZITEN]

= Kebijakan Pengalokasian DID

= Mekanisme Penyaluran DID

= Realisasi Penyaluran DID

* Penggunaan dan Hasil Keluaran DID
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Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

JI. Wahidin Raya 1, Gedung Radius Prawiro

Jakarta Pusat




